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ABSTRAKSI 

 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya keberadaan Hubungan 

Masyarakat dalam sebuah organisasi. Pelaksanaan kehumasan dilingkungan 

pemerintahan merupakan satu bentuk pelayanan terhadap masyarakat luas, dan 

harus dilaksanakan secara maksimal. Sehingga legitimasi pemerintah sebagai 

penyelenggara pelayanan publik menjadi semakin tinggi sejalan dengan 

responsifnya kebijakan dan program pembangunan dengan aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat.  

Namun demikian sampai sekarang masih banyak orang yang belum 

mempunyai pengertian yang benar tentang fungsi Hubungan Masyarakat terhadap 

suatu gerak usaha organisasi pemerintah kabupaten. Bahkan masih banyak pula 

orang yang menganggap public relations atau Hubungan Masyarakat sebagai 

pekerjaan sepele atau sekedar juru foto hal ini tentu menjadi tantangan bagi 

praktisi Hubungan Masyarakat lebih meningkatkan kinerja dan profesiobalitasnya 

yaitu dengan mengoptimalkan fungsi Hubungan Masyarakat. Apalagi 

perkembangan era saat ini, di tengah-tengah gegap gempitanya otonomi menuju 

pemerintahan yang baik (good governance) yang bertumpu pada akuntablitas, 

transparansi dan partisipasi, Hubungan Masyarakat diharapkan mampu 

menjembantani organisasi dengan publik melalui informasi yang akuntabel, 

transparan dan partisipasif. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui seberapa besar Peran Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat 

Daerah Kabupaten Nabire, dan untuk mendiskripsikan upaya Bagian Humas 

dalam mewujudkan good governance. 

Metode yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif, maka dalam 

analisisnya jumlah atau volumenya tidak diperhitungkan. Penarikan sampel 

dilakukan secara purposive yaitu diambil yang sesuai atau memenuhi tujuan 

penelitian saja. Teknik penelitian utama dilakukan dengan cara wawancara nara 

sumber, kemudian observasi atas kegiatan, peristiwa atau fenomena-fenomena 

yang terjadi di Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Nabire serta 

studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi 

dan klasifikasi bahan-bahan tertulis, menyesuaikan tujuan penelitian untuk 

menunjang dan melengkapi bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa meskipun Bagian Hubungan 

Masyarakat Sekretariat Daerah Nabire dalam menjalankan peran dan fungsinya 

belum optimal, tetapi dalam upaya untuk mewujudkan good governance melalui 

penciptaan transparan dan partisipatif telah menunjukkan keseriusan, hal ini 

terlihatdari dibukanya ruang komunikasi timbal balik melalui beberapa program 

yang dikemas seperti dialog intraktif melalui televisi dan radio, penyediaan PO 

BOX 999 dan kegiatan Tidur Desa upaya menjaring aspirasi masyarakat secara 

lansung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perjalanan Pemerintah  Indonesia telah mengalami beberapa fase. 

Ketika masa orde baru pemerintah menerapkan pola perencanaan 

pembangunan terpusat (top down planning). Dalam hal semua kebijakan 

maupun arus informasi dikendalikan oleh pemerintah pusat. Masyarakat 

hampir tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi pola ini ternyata tidak 

relevan lagi ketika masyarakat dengan berhembusnya angin reformasi 

masyarakat dengan gigih berusaha untuk melakukan pembaruan, berusaha  

untuk menegakkan demokratisasi menuntut transparan pemerintah dalam 

penyelenggara pemerintahan yang baik. 

Seiring dengan dinamika masyarakat  dengan segala tuntutan dan   

melatarbelakangi adanya otonomi daerah, pola pemerintahan pun telah 

berubah dengan mendasar pada perencanaan dari bawah (buttom up planning). 

Dengan pola seperti ini diharapkan perencanaan pembangunan merupakan 

informasi dapat tumbuh dari masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan 

partisipasi  masyarakat dalam segala aspek pembangunan.  

Dalam iklim demokrasi dan transparansi seperti sekarang ini, 

informasi mempunyai peran sangat penting. Informasi senantiasa dibutuhkan 

semua orang baik selaku individu maupun kelompok masyarakat, sedangkan 

informasi sudah menjadi kebutuhan pokok yang mutlak harus dipenuhi untuk 
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dapat hidup dan bersaing dengan kondisi sekarang. Dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sangat diperlukan  

menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka menjadi sangat wajar ketika 

memasuki era reformasi, masyarakat senantiasa menuntut kemudahan 

memperoleh informasi yang berkualitas, lengkap secara keseluruhan dari 

pemerintah. Kecenderungan masyarakat menuntut kebebasan memperoleh 

informasi dari waktu kewaktu semakin meningkat, yang menjadi kewajiban 

pemerintah untuk pelayanan informasi yang cepat, benar dan akurat kepada 

masyarakat akhirnya  bisa nampak good governance. 

Pemerintah dapat menjamin dan memberikan pelayanan informasi 

yang baik, diperlukan sebuah lembaga yang menangani jalannya informasi 

dan keluhan, baik dari pemerintah kepada masyarakat ataupun sebaliknya dari 

masyarakat kepada pemerintah. Ada beberapa lembaga telah dibentuk oleh 

pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah yang bertanggun jawab 

dan bertugas memberikan pelayanan publik di bidang informasi,sepertinya 

lembaga kehumasan untuk dipertahankan good governance. Dengan adanya 

hubungan masyarakat menjadi sangat penting dalam perannya menyukseskan 

pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu indikator 

keberhasilan penyelengara tata pemerintahan  adalah dapat terinformasikannya 

kumpulan kebijakan (policy) dan produk-produk regulasi pemerintah  

terdokumentasikannya setiap pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan 

pemerintah dengan baik dan professional. (Ujang Sudirman,2004:41). 
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Pelaksanaan kehumasan di lingkungan pemerintah  salah satu bentuk 

pelayanan terhadap masyarakat luas, dan harus dilakukan secara maksimal. 

Sehingga legitimasi pemerintah sebagai penyelengaraan pelayanan publik 

menjadi semakin tinggi sejalan dengan responsifnya kebijakan danprogram 

pembangunan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.  

Adapun  BagianHubungan Masyarakat Kabupaten Nabire, sebagai 

instrumen pemerintah Kabupaten Nabire dalam pelayanan publik di bidang  

informasi dan keluhan kepada masyarakat harus menyesuaikan diri dengan 

perkembangan yang terjadi saat ini, agar mampu memberikan informasi yang 

diharapkan masyarakat. Selain dari Bagian Hubungan Masyarakat harus 

mampu membangun kredibilitas, karena masyarakat menjadi komunikan 

heterogen dan sarat dengan berbagai kepentingan, sementara out put dari 

hubungan masyarakat sifat abstrak tetapi memiliki harga sosial yang harus 

dipertaruhkan. Citra diri Pemerintah Kabupaten  tergantung pada kemampuan 

Bagian Hubungan Masyarakat dalam mengangkat image positif lembaga 

pemerintah Kabupaten di mata msyarakat. Maka peran dan fungsi Hubungan 

Masyarakat ke depan sangat strategis dalam mengkomunikasikan, 

mengkordinasikan dan menginformasikan peraturan, kebijakan, program dan 

informasi kegiatan kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan 

memberikan informasi dan keluhan kepada masyarakat. Bagian Hubungan 

Masyarakat harus pula menerapkan menejemen informasi yang efektif dan 

profesional, namun demikian akan mampu memelihara dan meningkatkan 

kualitas dan kehandalan sistem informasi, sehingga pesan-pesan 
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pemerintahandapat dengan cepat sampai ketujuan, dan umpan balik dari obyek 

komunikasi yaitu masyarakat dapat memberikan informasi dan keluan, pada 

akhirnya pemerintah  sebagaimana mestinya dengan mewujudkan good 

governance  di Kabupaten  Nabire. 

Dalam hal iniHubungan Masyarakat dan juga biasa disebut public 

Relation sebenarnya peran penting dalam sebuah organisasi. Sebab pada 

dasarnya tujuan dari dibentuk Hubungan Masyarakat untuk menciptakan 

hormonis antara organisasi dengan publiknya. Atau secara spesifik tujuan 

Hubungan Masyarakat meliputi dua aspek yaitu aspek positif dan defenisif. 

Secara positif tujuan Hubungan Masyarakat adalah membela diri terhadap 

pendapat maupun kesan negatif publik atau pemerintahan dan masyarakat. 

Dalam konteks ini membela diri bukan berarti semata-mata mencari 

kemenangan, namun merupakan bentuk usaha meyakinkan public, dengan 

cara memberikan penjelasan disertai argumentasi yang rasional, serta berusaha   

sesuatu kebijakan yang dilakukan lembaga atau organisasi dapat diakui dan 

diterima masyarakat menjadi sesuatu yang baik. Begitu pula di Kabupaten 

Nabire, dengan membentuk Bagian Hubungan Masyarakat, sehingga dapat 

tercipta hubungan yang hormonis diantara unit kerja atau satuan Perangkat 

Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire  antara pemerintah 

kabupaten bahkan  masyarakat. 

Namun demikian sampai sekarang masih banyak orang yang belum 

mempunyai pengertian yang benar tentang fungsi Hubungan Masyarakat 

dalam suatu gerak usaha organisasi pemerintah kabupaten. Bahkan masih 
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banyak pula orang menganggap publik relation atau Hubungan Masyarakat 

sebagai pekerjaan sepele atau sekedar juru foto; sebagai pekerjaan yang 

berhubungan dengan pers dan media massa, sehingga pada saat beredar berita 

yang kurang sedap tentang pemerintah atau jalannya pemerintahan, Hubungan 

Masyarakat yang dipasang pertama kali untuk menutup dan memdambakan 

“kobaran‟‟berita tersebut. 

Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi praktisi Hubungan 

Masyarakat untuk lebih meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya yaitu 

dengan mengoptimalkan fungsi Hubungan Masyarakat agar keberadaan dan 

fungsi yang sebenarnya dapat diketahui dan diakui public. Apalagi 

perkembangan era saat ini, di tengah-tengah gegap gempitannya otonomi 

daerah wacana mewirausahakan birokorasi guna menuju pemerintahan  yang 

baik (good governance) yang bertumpu pada akuntablitas, transparansi dan 

partisipatif dalam mewujudkan good governance. 

Penulis memandang dalam hal ini peran Hubungan Masyarakat 

menjadi sangat penting bagi pelayanan public dari pemerintahan 

mengupayakan  memberikan informasi dan keluan kepada masyarakat 

dibutuhkan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat. Kemitraan dapat 

terjaling program, kebijakan atau regulasi-regulasi yang dibuat pemerintah 

diketahui, dimengerti dan terima oleh publik. Oleh karena itu diperlukan 

komunikasi yang baik antara oganisasi dan publik. Sehingga tidak berlebihan 

apabila public relation atau Hubungan Masyarakat dijadikan jembatan 

komunikasi antara public dengan masyarakat. Dengan adanya komunikasi 
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yang baik maka pertukaran informasi antara organisasi dan publik pun diharap 

tidak tersumbat dan sekaligus dapat meminimalkan permasalahan atau krisis 

yang dimungkinkan timbul akibat adanya miskomunikasi antara pemerintah 

dan publik. Dengan demikian sejauh mana akuntablitas transparan dan 

partisipasi pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan salah 

satunya dapat diketahui melalui informasi yang dikeluarkan oleh Hubungan 

Masyarakat. 

Dengan alasan sebagaimana diuraikan di atas maka penulis 

mengambil judul: PERAN HUMAS DALAM MEWUJUDKAN GOOD 

GOVERNANCE DI KABUPATEN NABIRE PROPINSI PAPUA 

 

B. Rumusan Masalah 

Good governance  merupakan sebuah model pemerintah ideal yang 

diharapkan dapat terwujud di negara kita saat ini. Namun untuk mewujudkan 

good governance bukanlah sesuatu yang mudah,  dibutuhkan komitmen yang 

kuat dari para pelaku, pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat 

maupun swasta. 

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, tentu saja 

mempunyai peran yang sangat besar dalam tercapainya good governance 

karena bagaimanapun pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk 

mengatur jalannya roda pemerintahan yang perlu merumuskan cara untuk 

mewujudkan good governance sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-

masing. Tidak terkecuali  Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah 



121 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Dessy Anwar 2001. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Karya 

Abditama 

 
Dessy Anwar 2001. Kamus Lengkap, Inggris – Indonesia, Indonesi Inggris.       

Surabaya: Ameli 

 

Dja‟far H. Assegaff 1982. Hubungan Masyarakat Dalam Praktek. Jakarta: 

 Ghalia Indonesia 

 

Hubertus Sutopo 2000. Metologi Penelitian Kualitatif (Dasar teori     dan 

terapan dalam penelitian).Suarakarta: Pusata Penelitian Univertitas 

Sebelas Maret  

 

Hadari Nawawi 1995. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press 

 

IGusti Ngurah Putra 1999. Manajemen Hubungan Masyarakat.  Yogyakarta: 

Univertitas Atmajaya 

 

Jalaludin Rahmat 1998. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Remaja 

Rosdakarya 

 

Jhon P. Simanjuntak dkk 2003. Publik Relation. Yogyakarta: Graha Ilmu 

 Lembaga Informasi dan Komunikasi. Jakarta  

 

Lexy J. Moleong 1998. Metode Penelitian Kualitatif.Bandung: Remaja 

 Rosdakarya Masri  

 

Singarimbun dan Sofian efian Effendi 1989. Metodologi Penelitian 

Survei.Jakarta: LP3ES 

 

M. Idrus 1999. Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani. 

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara 

 

Noeng Muhadjir 1989. Metologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: 

RakeSarasinPO BOX  83 

 

Oemi Abdurrachman 2001. Dasar-dasar Public Relations. Bandung: Citra Aditya 

Bakti 

 

Rhenald  kasali  2003. Krisis Publik Relations: Konsep dan Aplikasinya di 

Indonesia. Jakarta:  Raja Grafindo  Persada 

 

121 



122 
 

 

Redi Panuju 2002. Krisis Publik Relation. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

 

S. Nasution 1992. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Tarsito 

 

S. G. Hunneryager dan I. L. Heckman. 1992. Partisipasi dan Dinamika 

Kelompok. Semarang: Dahara Prize 

 

Soetomo 1990. Pembangunan Masyarakat Desa di beberapa Negara  Sedang 

Berkembang 

 

Suharsimi Arikunto 1990. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Citra 

 

Sosilo Bambang Yudoyono. 2003. Revitalisasi Ekonomi Indonesia. Jakarta: 

Giliran Timur 

 

Tommy Suprapto dan Fahrianoor. 2004. Komunikasi Penyuluhan Dalam Teori 

Praktek 

 

Ujung Sudirman. 2004. Makalah Peranan Humas Pemerintah dan 

DaerahdalamMewujudkan Good Governance. Jakarta 

 

 

http://nabirekab.go.id/portal/sejarah 

 
  


